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SEMINAR NASIONAL

EKSPLORASI POTENSI PARIWISATA INDONESIA MENUJU DESTINASI
UNGGULAN

POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR, 2018

VARIASI ISTILAH AKOMODASI WISATA
DI KAWASAN TIMUR INDONESIA:
STUDI KOMPARATIF WAKATOBI DAN
BULUKUMBA

Ilham Junaid
Politeknik Pariwisata Makassar
JI. Gunung Rinjani, Metro Tanjung Bunga, Kota Mandiri, Sulawesi Selatan
Email: illank77@yahoo.co.id

ABSTRAK

Setiap bentuk akomodasi memiliki bentuk dan jenis layanan yang berbeda
yang diharapkan berdampak positif pada layanan wisatawan selama di
destinasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menguraikan kondisi faktual
bentuk-bentuk akomodasi yang ada di Wakatobi dan Bulukumba melalui
kajian atau studi perbandingan (komparatif); 2) merekomendasikan usulan
pengelolaan usaha akomodasi dalam konteks peran pelaku pariwisata di
destinasi tersebut. Studi kualitatif (tahun 2018) dengan kunjungan ke dua
daerah tersebut memberikan informasi mengenai kondisi faktual sesuai
tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah-
istilah akomodasi oleh pengusaha di Wakatobi dan Bulukumba cenderung
tidak dipahami secara mendalam. Penamaan jenis akomodasi semata-mata
hanya didasarkan pada keinginan atau kemauan pengusaha. Penelitian ini
merekomendasikan perlunya penataan kembali akomodasi yang ada dengan
menekankan kejelasan pengelolaan dan jenis layanan yang diberikan
berdasarkan jenis akomodasi. Peran pemerintah dan pemangku kepentingan
terkait (stakeholder) sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada
masyarakat mengenai pengelolaan usaha akomodasi tersebut. Optimalisasi
fungsi kelembagaan dan dorongan ke masyarakat untuk membuka usaha
pariwisata alternatif bagi masyarakat menjadi hal penting untuk Wakatobi
dan Bulukumba.

Kata kunci: Akomodasi wisata, homestay, Kabupaten Bulukumba,
Kabupaten Wakatobi
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PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan aktifitas kompleks karena tidak hanya
melibatkan satu jenis industri, tetapi melibatkan berbagai jenis usaha
pariwisata dan kelompok masyarakat. Konsumsi layanan dan produk oleh
wisatawan selama berada di destinasi wisata menjadikan pariwisata sebagai
sektor penting dalam mendorong peningkatan ekonomi bagi masyarakat
suatu destinasi . Masyarakat memberikan layanan kepada wisatawan melalui
usaha pariwisata dan berbagai jenis layanan yang memungkinkan wisatawan
dapat melakukan perjalanan dan menikmati aktifitas selama melakukan
kegiatan pariwisata (Akbaba, 2012; Nowak, Petit dan Sahli, 2010; Stoeckl,
2008). Pariwisata telah dijadikan sebagai sektor untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam hal pencarian alternatif pendapatan. Hal ini ditunjukkan
pada 2 (dua) destinasi yang menjual produk wisata bahari di kawasan timur
Indonesia yakni Kabupaten Wakatobi (Provinsi Sulawesi Tenggara) dan
Kabupaten Bulukumba (Provinsi Sulawesi Selatan).

Salah satu usaha pariwisata yang banyak melibatkan masyarakat di
dua destinasi tersebut adalah penyediaan layanan akomodasi bagi wisatawan
ataupun pengunjung yang datang untuk tujuan rekreatif, wisata ataupun
tujuan lainnya. Wakatobi menjadi pilihan wisatawan dengan salah satu tujuan
untuk menikmati wisata bahari, sementara Bulukumba juga menjadi pilihan
wisatawan untuk mendapatkan pengalaman wisata bahari dan budaya. Untuk
menikmati pengalaman tersebut, maka akomodasi dengan berbagai jenis dan
bentuknya menjadi kebutuhan wisatawan. Semakin banyaknya jumlah
wisatawan yang masuk atau berkunjung ke destinasi, maka peluang untuk
membuka usaha bidang akomodasi oleh masyarakat semakin besar.
Sementara itu, usaha akomodasi dengan berbagai bentuknya akan
bermunculan seiring dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan
melalui penyiapan jasa layanan akomodasi.

Namun demikian, terdapat kecenderungan bahwa usaha akomodasi
yang dibangun oleh masyarakat hanya didasarkan pada pemanfaatan peluang
untuk mendapatkan keuntungan (profit) semata. Idealnya, terdapat kesamaan
persepsi dari berbagai kelompok masyarakat khusushya penyedia layanan
akomodasi dalam memilih nama atau istilah yang digunakan dalam usaha
akomodasi mereka. Kabupaten Wakatobi dan Bulukumba sebagai destinasi
wisata dengan fokus wisata baharinya seharusnya menerapkan penggunaan
istilah yang jelas dalam usaha akomodasi. Kenyataannya, berbagai jenis
bentuk akomodasi dapat ditemukan di dua destinasi tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk 1) menguraikan kondisi faktual bentuk-bentuk akomodasi
yang ada di Wakatobi dan Bulukumba melalui kajian atau studi perbandingan
(komparatif); 2) merekomendasikan usulan pengelolaan usaha akomodasi
dalam konteks peran pelaku pariwisata di destinasi tersebut.
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KAJIAN PUSTAKA
Usaha Akomodasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah

Wisatawan  melakukan perjalanan  untuk  menikmati  atau
mengkonsumsi produk yang dimiliki suatu destinasi. Paduan elemen yang
mendukung destinasi memungkinkan wisatawan mengkonsumsi produk
destinasi tersebut (Meethan, 2004; Mrnjavac, Pavia dan Cerovi¢, 2014).
Penyedia layanan akomodasi misalnya, memberikan fasilitas akomodasi bagi
wisatawan. Selain itu, kebutuhan makanan akan makan dan minum selama
menginap dan berada di destinasi wiata dapat terpenuhi. Bahkan tidak sedikit
hotel atau usaha akomodasi yang melakukan kerjasama dengan usaha lain,
misalnya tenaga guide atau travel agent untuk memberikan pelayanan tur ke
tempat-tempat wisata. Akumulasi pelayanan yang didapatkan oleh wisatawan
serta keterlibatan dalam pemberian jasa atau layanan adalah bentuk aktifitas
pariwisata. Dengan kata lain, industri pariwisata yang menjadi penyedia
layanan yang memungkinkan manusia (wisatawan) melakukan perjalanan
adalah salah satu bentuk atau defenisi pariwisata (Smith, 2004). Wisatawan
melakukan perjalanan dengan berbagai tujuan dan jauh dari tempat tinggal
asalnya serta aktifitas selama berada di destinasi menjadi ciri dari pariwisata
atau kepariwisataan.

Wisatawan memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dalam
memilih bentuk atau jenis akomodasi ketika mereka melakukan perjalanan.
Kemudahan melakukan reservasi akomodasi dengan sistem internet
menjadikan usaha akomodasi semakin meningkat (Meethan, 2012;
Tussyadiah dan Pesonen, 2016). Hal ini menjadi alasan bahwa usaha
akomodasi dengan berbagai bentuknya menjadi alternatif untuk membantu
pengembangan pariwisata daerah. Untuk mendorong masyarakat mendirikan
usaha pariwisata (salah satunya akomodasi), maka dibutuhkan pemahaman
akan jenis atau bentuk-bentuk akomodasi yang akan dikelola termasuk
ketepatan istilah yang digunakan.

Pemilihan wisatawan akan jenis atau bentuk akomodasi yang
digunakan selama di destinasi wisata tidak terlepas dari harga yang
ditawarkan. Menurut Tussyadiah dan Pesonen (2016), penurunan harga atau
penggunaan dana bagi minimal bagi wisatawan ketika melakukan perjalanan
menjadi salah satu alasan mengapa beberapa wisatawan memilih jenis atau
bentuk akomodasi lainnya. Ini menjadi alasan bahwa selain hotel, terdapat
jenis akomodasi lain yang dapat dikelola oleh masyarakat. Penelitian ini
mengkaji istilah-istilah yang digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan
usaha akomodasi.
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Peran Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Pariwisata Dalam
Usaha Akomodasi Wisata

Menurut Gross dan Lashley (2014), salah satu bentuk peran penting
dari masyarakat, penyedia layanan ataupun mereka yang masuk dalam
kategori stakeholder pariwisata adalah memastikan bahwa keselamatan dan
kenyamanan tamu selama menginap di suatu akomodasi dapat terjamin. Hal
ini untuk memastikan bahwa tamu menginap dan mendapatkan pengalaman
dengan jaminan keselamatan. Selain itu, penentuan jenis akomodasi yang
digunakan tidak terlepas dari pengalaman yang mereka dapakan sebelumnya.

Para stakeholder yang ada di suatu destinasi wisata selayaknya
bekerja secara efektif dan menjalin kerjasama (Junaid dan D’Hauteserre,
2017; Leask, 2008). Leask menambahkan bahwa penyedia akomodasi,
makanan dan minuman, organisasi atau kelompok tata kelola destinasi dan
jasa  transportasi seharusnya  membangun kerjasama  secara
berkesinambungan. Menurut Prideaux (2008), ketersediaan berbagai produk
pariwisata (misalnya akomodasi) adalah bagian dari produk infrastruktur.
Infrastruktur fisik juga perlu didorong dengan meningkatkan kualitas
transportasi, komunikasi, ketersediaan air, pelayanan kesehatan dan
pelayanan yang berkaitan dengan regulasi dan perundang-undangan. Salah
satu unsur stakeholder yang berperan dalam penyediaan dua jenis
infrastruktur tersebut adalah pemerintah sebagai pendorong dan penentu
kebijakan arah pengembangan pariwisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dalam mengumpulkan
informasi atau data penelitian sesuai tujuan penelitian. Analisis data dalam
penelitian ini merupakan hasil kunjungan penelitian yang dilakukan pada
bulan Maret hingga April tahun 2018. Kunjungan penelitian di Wakatobi
difokuskan di wilayah atau pulau Wangi-Wangi dan Kaledupa sedangkan
penelitian di Bulukumba difokuskan di kawasan wisata Tanjung Bira.
Penelitian ini melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang
terkait di Wakatobi dan Bulukumba melalui kegiatan wawancara mendalam
serta observasi langsung (observasi lapangan) di lokasi penelitian.

Wawancara dibutuhkan untuk mendengarkan secara langsung
pendapat atau persepsi para informan yang berkaitan dengan topik penelitian.
Informan di Wakatobi adalah masyarakat, pelaku pariwisata dan pemerintah
sedangkan informan di Bulukumba adalah masyarakat penjaga atau pemberi
layanan akomodasi. Observasi difokuskan pada kondisi faktual bentuk-
bentuk akomodasi yang ada di lokasi penelitian. Catatan lapangan membantu
peneliti dalam menuliskan hasil observasi penelitian sesuai tujuan penelitian.
Selanjutnya, data dianalisis dengan menerapkan prinsip analisis data
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kualitatif melalui proses membandingkan data-data kualitatif di dua lokasi
penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bentuk-Bentuk Akomodasi di Wakatobi dan Bulukumba

Kabupaten Wakatobi telah menjadi sepuluh destinasi prioritas (ten-
top piority destination) melalui keputusan atau kebijakan pemerintah pusat
melalui Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Hal ini memberikan peluang
yang besar bagi masyarakat daerah tersebut untuk mengembangkan usaha
akomodasi. Pulau Wangi-Wangi merupakan daerah Wakatobi yang memiliki
akomodasi dengan varian hotel, penginapan dan homestay. Pulau Wangi-
Wangi merupakan destinasi utama para wisatawan sebelum mereka
melanjutkan perjalanan ke pulau-pulau lainnya di Wakatobi. Karena itu,
keberadaan usaha akomodasi di Pulau Wangi-Wangi menjadi realita dan
salah satu alternatif pendapatan masyarakat setempat.

Eksplorasi di Pulau Wangi-Wangi menunjukkan bahwa telah terdapat
beberapa hotel yang dimanfaatkan oleh wisatawan selama melakukan
kunjungan. Peneliti memanfaatkan kunjungan ke Wakatobi dengan menginap
di hotel Wakatobi, hotel darma dan hotel ArRafig. Ketiga hotel ini menjadi
pilihan bagi kebanyakan wisatawan. Hotel wakatobi adalah salah satu usaha
akomodasi tertua di Wakatobi. Dalam pengelolaannya, hotel-hotel tersebut
menerapkan prinsip manajemen hotel sebagaimana usaha akomodasi hotel
umumnya. Di daerah ini pula terdapat jenis penginapan dengan bentuk
pelayanan kamar yang diperuntukkan bagi wisatawan atau pengunjung. Jika
dilihat dari kamar yang disediakan, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat
berupaya membuka usaha akomodasi berdasarkan pemahaman mereka.
Penggunaan istilah penginapan sebagai bentuk akomodasi tidak terlepas dari
kesadaran masyarakat bahwa usaha akomodasi mereka belum layak dikatan
sebagai hotel.

Terdapat anggota masyarakat yang cenderung menggunakan istilah
penginapan, rumah kost ataupun penginapan tanpa memahami dengan jelas
perbedaan dan pengelolaan istilah-istilah atau bentuk akomodasi tersebut.
Wawancara dengan masyarakat pelaku pariwisata yang saat ini (pada saat
penelitian dilakukan) akan membuka usaha akomodasi dalam bentuk
homestay. Ketika rampung, informan tersebut akan menggunakan istilah
homestay, bukan penginapan ataupun rumah kost. Dalam hal defenisi
operasional homestay, maka usaha yang sedang dirintisnya dapat
dikategorikan sebagai rumah kost ataupun penginapan. Usaha tersebut terdiri
dari empat kamar yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung atau wisatawan
untuk menginap. Kenyataannya, terdapat usaha akomodasi yang
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menggunakan istilah wisma, istilah yang berbeda dari berbagai bentuk
akomodasi lainnya.

Sesungguhnya, istilah akomodasi tersebut cenderung digunakan
berdasarkan keinginan dari masyarakat atau pengusaha semata. Sementara,
argumentasi mengapa istilah tersebut digunakan didasarkan pada keputusan
pemilik usaha akomodasi yang bersangkutan. Namun, di beberapa wilayah di
Pulau Wangi-Wangi, penggunaan istilah homestay dapat dikatakan sudah
tepat. Pengelolaan homestay dilihat dari pemanfaatan kamar oleh masyarakat
di dalam satu rumah yang diperuntukkann untuk pengunjung. Di Desa Waha,
pemanfaatan kamar rumah dalam bentuk homestay telah mampu mendorong
masyarakat memahami makna dan arti pariwisata serta manfaatnya bagi
masyarakat setempat. Meskipun perlu usaha mengoptimalkan manfaat
pengelolaan usaha homestay bagi masyarakatnya,

Di pulau Kaledupa, masyarakat telah mulai disadarkan dengan
keinginan untuk membuka usaha akomodasi dalam bentuk homestay. Peneliti
mendapat kesempatan untuk menginap di sebuah homestay yang disediakan
olen masyarakat Kaledupa. Bagi masyarakat, keberadaan penginapan MM
yang dikelola olen masyarakat merupakan pilihan bagi wisatawan yang
datang ke Pulau Kaledupa. Karena itu, masyarakat setempat
merekomendasikan peneliti untuk menginap di penginapan MM. Kunjungan
ke Pulau Hoga yang tidak jauh dari Pulau Kaledupa memberikan informasi
penting mengenai pengelolaan usaha akomodasi oleh masyarakat.

Di Pulau tersebut, istilah homestay lebih banyak digunakan oleh
masyarakat untuk merujuk pada tempat menginap bagi wisatawan. Dalam
konteks pengelolaan, homestay yang ada di pulau tersebut lebih tepat
menggunakan istilah penginapan. Jika dilihat dari bentuk dan perbedaan
pengelolaan dengan homestay, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat
belum memahami bagaimana suatu usaha akomodasi dikategorikan sebagai
homestay atau penginapan. Varian penggunaan istilah-istilah bentuk
penginapan lebih dititik beratkan pada istilah yang lebih popular di telinga
mereka. Pulau Hoga di Kaledupa banyak menggunakan istilah homestay
yang berarti bahwa istilah tersebut lebih popular di masyarakat dibandingkan
dengan istilah-istilah lainnya.

Bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba, usaha akomodasi menjadi
pilihan penting bagi pemenuhan peningkatan ekonomi masyarakatnya.
Penelitian di kawasan wisata Tanjung Bira menunjukkan bahwa terdapat
berbagai jenis bentuk usaha akomodasi yang ditawarkan oleh pengusaha
akomodasi ataupun masyarakat Kabupaten Bulukumba. Berbagai istilah atau
nama digunakan untuk menunjukkan penginapan yang diperuntukkan untuk
tamu yang datang ke Tanjung Bira. Jenis usaha penginapan yang ada di
Tanjung Bira adalah hotel, wisma, homestay, penginapan, cottage, guest
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house dan pondok wisata. Kawasan Tanjung Bira banyak didominasi oleh
usaha akomodasi dengan berbagai jenis nama dan bentuk.

Gambar 1 dan 2.
Jenis akomodasi di Tanjung Bira, Bulukumba
Foto oleh: Peneliti, 2018

Terdapat kecenderungan bahwa usaha akomodasi yang ada di
kawasan Tanjung Bira mengalami pasang surut. Dari hasil observasi
menunjukkan bahwa terdapat beberapa akomodasi yang kurang terawat
dengan baik, bahkan cenderung tidak buka selama periode tertentu.
Sebaliknya, tidak sedikit hotel atau akomodasi lainnya yang tetap
menjalankan usahanya dan mendapatkan tamu. Wawancara dengan pengelola
hotel menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah tamu saat ini
dibandingkan masa-masa lampau ketika Tanjung Bira dikenal sebagai
destinasi wisata yang indah dan menarik. Kreatifitas ataupun upaya inovatif
nampaknya menjadi suatu keharusan bagi pengelola usaha akomodasi jika
ingin bertahan di tengah persaingan pembangunan penginapan yang ada di
Tanjung Bira.

Peran Pemerintah dan Stakeholder Pariwisata Dalam Penataan
Usaha Akomodasi

Pemerintah menjadi unsur penting dalam pengelolaan dan penataan
usaha akomodasi di setiap destinasi wisata. Untuk wilayah Wakatobi,
kebijakan pemerintah pusat yang ditindaklanjuti di tingkat pemerintah lokal
menjadi peluang yang besar bagi pengelolaan usaha akomodasi. Pemerintah
daerah melalui peran Dinas Pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten
memiliki andil yang besar dalam pengelolaan usaha akomodasi. Usaha
akomodasi yang dikelola rakyat kecil, misalnya homestay, saat ini
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membutuhkan bantuan pemerintah mengingat jumlah wisatawan yang
memanfaatkan akomodasi berupa homestay sangat terbatas. Hal ini menjadi
tantangan bagi pemerintah dan masyarakat mengingat homestay adalah
bentuk usaha kecil yang pro-poor dan pro-rakyat. Dengan kata lain,
pemerintah perlu mendukung masyarakat yang menjalankan usaha homestay
dengan pemberian peluang atau kesempatan bagi tamu untuk menginap di
homestay selain jenis atau bentuk akomodasi lainnya.

Komitmen pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata di Kabupaten
Bulukumba terbukti mampu mengangkat kawasan Tanjung Bira sebagai
salah satu destinasi unggulan Sulawesi Selatan. Penataan usaha akomodasi di
Tanjung Bira seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah. Banyaknya
dan maraknya pertumbuhan usaha akomodasi dengan berbagai bentuknya di
daerah tersebut menjadi salah satu penyebab ketidakjelasan istilah akomodasi
yang digunakan oleh masyarakat. Idealnya, pemerintah memberikan batasan
atau aturan penggunaan istilah yang telah atau akan dibangun oleh pengusaha
akomodasi. Pemerintah menjadi akotr kunci dalam pembuatan kebijakan
yang berkaitan dengan penentuan suatu akomodasi dikategorikan sebagai
hotel, penginapan, cottage, ataupun jenis-jenis akomodasi lainnya.

Argumentasi dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintah
seharusnya mengatur masyarakat atau memberikan rambu-rambu, regulasi
ataupun petunjuk penggunaan istilah-istilah dalam mengelola akomodasi.
Regulasi ini juga terkait dengan bagaimana atau seberapa besar pajak yang
harus dibayarkan oleh masyarakat atau pengusaha akomodasi. Jika dilihat
dari bentuk akomodasi yang ada di Tanjung Bira, maka tidak ada perbedaan
antara penginapan biasa, cottage, hoemesta, wisma, hotel ataupun penginapan
lainnya jika dilihat dari pengelolaan kamarnya. Hal ini perlu diatur melalui
kebijakan pemerintah dan pemberian informasi spesifik dan berkelanjutan ke
masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat, wisatawan dan pengguna
jasa pariwisata mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana bentuk
pelayanan yang standar di suatu destinasi wisata.

Homestay dan Alternatif Usaha Pariwisata Berbasis Masyarakat
Di Kabupaten Wakatobi, usaha akomodasi telah mulai berkembang
seiring dengan eksistensi hotel yang ada di daerah tersebut. Penentuan
Wakatobi sebagai destinasi prioritas di Indonesia juga memberi pengaruh
terhadap keinginan masyarakat untuk membuka usaha di bidang pariwisata.
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa jenis-jenis usaha akomodasi yang
ada di pulau-pulau di Wakatobi merupakan indikator meningkatnya minat
masyarakat dalam membuka usaha akomodasi. Meskipun dalam dua tahun
terakhir jumlah tamu yang menggunakan jasa akomodasi mengalami
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penurunan, masyarakat masih perlu didorong untuk menjalankan usaha
pariwisata dengan berbagai bentuk usaha.

Wawancara dengan karyawan hotel di pulau Wangi-Wangi
menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan tamu yang menginap di hotel
tempat dia bekerja mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal
ini tidak terlepas dari menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke
Wakatobi. Tamu yang menginap di hotel akan semakin meningkat jika
dibarengi dengan kegiatan event yang mampu mendatangkan tamu atau
wisatawan ke Wakatobi. Pelaksanaan event yang bersifat nasional ataupun
internasional memberikan keuntungan atau manfaat tersendiri bukan hanya
pada pengusaha hotel atau akomodasi di Wakatobi, tetapi juga pada usaha
pariwisata lainnya, misalnya penyewaan kendaraan, usaha penyediaan
makanan atau warung-warung makanan yang tersebar di daerah Wangi-
Wangi.

Homestay sangat dibutuhkan untuk mendukung pemenuhan
kebutuhan wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman tinggal bersama
masyarakat lokal. Di beberapa wilayah di Wangi-Wangi, terdapat homestay
yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk menginap. Dalam konteks
penggunaan istilah homestay, usaha homestay di daerah Raha misalnya,
sudah dijalankan sesuai dengan fungsi dan tujuan homestay. Usaha-usaha
homestay untuk wilayah Wakatobi menjadi salah satu peluang untuk
membantu masyarakat mendapatkan manfaat kedatangan wisatawan ke
Wakatobi. Namun, usaha homestay ini terkadang tidak berjalan sesuai
dengan harapan masyarakat karena kurang atau bahkan tidak ada tamu yang
menginap di homestay yang telah disediakan oleh masyarakat. Hal yang sama
juga ditunjukkan di pulau Kaledupa dimana homestay menjadi pilihan bagi
wisatawan ketika berkunjung ke daerah ini. Namun, kamar yang disediakan
olen masyarakat untuk kepentingan penginapan tidak dapat memberikan
keuntungan yang maksimal bagi penyedia kamar jika tidak ada tamu yang
datang. Kecenderungannya adalah penginapan menjadi pilihan bagi
wisatawan dibandingkan homestay.

Kondisi di atas perlu diatasi dengan memberikan peluang kepada
masyarakat untuk mengembangkan usaha lain yang dapat mendukung
mereka mendapatkan manfaat dari kegiatan pariwisata. Penelitian ini
merekomendasikan pentingnya penguatan kelembagaan yang telah terbentuk
di Wakatobi untuk memberikan pelatihan dan pembantuan bagi masyarakat.
Lembaga-lembaga bidang kepariwisataan yang ada, misalnya forum tata
kelola pulau, komunitas masyarakat pariwisata dan kelompok sadar wisata
perlu mendampingi masyarakat untuk membuka usaha-usaha kreatif yang
bersifat berkelanjutan. Masyarakat di daerah-daerah yang terdapat daya tarik
wisata khususnya wisata bahari perlu didampingi untuk menciptakan peluang
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bisnis yang aplikatif, tidak hanya pemberian pelatihan yang bersifat
sementara.

Masyarakat di kawasan wisata Tanjung Bira Bulukumba juga
memerlukan pemahaman tentang usaha pariwisata kreatif. Jenis dan bentuk
akomodasi yang ada di kawasan wisata sesungguhnya dikelola atau dimiliki
oleh kalangan masyarakat yang memiliki modal yang tidak sedikit. Istilah
homestay yang ada di kawasan Tanjung Bira belum dapat dikategorikan
sebagai homestay. Umumnya, tempat-tempat akomodasi di kawasan tersebut
diperuntukkan untuk kepentingan profit melalui penyediaan lahan dalam
bentuk penginapan. Dengan kata lain, usaha homestay untuk kawasan
Tanjung Bira mungkin tidak dapat menjadi pilihan mengingat masyarakat
lebih menyulap rumah mereka sebagai penginapan dengan berbagai jenis
nama dan bentuknya.

Usaha homestay dapat dikembangkan oleh masyarakat yang tinggal
di luar kawasan wisata Tanjung Bira. Jika pengunjung harus membayar jika
ingin masuk ke kawasan tersebut, maka pengunjung yang memanfaatkan
homestay yang dikelola oleh masyarakat tidak perlu membayar. Namun, hal
ini menjadi dilematis mengingat pusat daya tarik wisata Tanjung Bira agak
jauh dari homestay yang dikelola oleh masyarakat tersebut. Keuntungan yang
dapat dirasakan oleh pengunjung atau tamu adalah harga homestay yang
relatif lebih murah dibandingkan dengan penginapan di kawasan wisata
tersebut. Penelitian ini memandang bahwa perlu kajian dan pemberian
pemahaman bagi masyarakat yang ingin menyiapkan kamarnya sebagai
usaha homestay.

Selain akomodasi, masyarakat dapat didorong untuk memanfaatkan
eksistensi Tanjung Bira sebagai daya tarik wisata untuk mendapatkan
manfaat ekonomis.  Terdapat tiga peluang usaha kreatif yang dapat
dijalankan. Pertama, usaha pusat souvenir kreatif yang merupakan karya
masyarakat Kabupaten Bulukumba. Saat ini, terdapat penjual souvenir di
sekitar pantai Tanjung Bira yang melibatkan masyarakat sebagai penjual
souvenir. Namun, peluang untuk membuka pusat oleh-oleh bagi tamu di
sekitar kawasan luar Tanjung Bira dapat menjadi peluang usaha bagi mereka
yang memiliki modal. Peluang ini hanya dapat dijalankan jika ada keinginan
untuk meningkatkan kualitas souvenir dengan harga yang terjangkau.

Kedua, masyarakat penyedia layanan wisata bahari di Tanjung Bira
(misalnya, perahu penyeberangan) telah mendapat keuntungan ekonomis dari
jasa penyebarangan dan aktifitas rekreatif bagi wisatawan. Namun,
keberlanjutan Tanjung Bira sebagai daya tarik wisata perlu didukung dengan
kesediaan para penyedia layanan tersebut menjalankan aktifitas yang dapat
melindungi atau melestarikan lingkungan. Penggunaan jangkar ketika
menambatkan perahu ketika mengantar tamu ke pulau perlu dihindari dengan
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pengawasan kepada masyarakat tersebut. Ketiga, masyarakat di sekitar atau
di luar kawasan Tanjung Bira dapat mendirikan lembaga pariwisata yang
berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menjalankan aktifitas
kepariwisataan. Kabupaten Wakatobi dapat menjadi contoh bagaimana fungsi
kelembagaan dapat membantu masyarakat memahami pariwisata.

KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan kajian komparatif antara Kabupaten
Wakatobi dan Bulukumba dilihat dari perspektif usaha akomodasi yang ada
di wilayah tersebut. Wakatobi sebagai salah satu destinasi prioritas telah
memiliki akomodasi yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan. Meskipun
wilayah ini merupakan destinasi baru, namun potensi wisata yang dimiliki
menjadikan wisatawan datang ke daerah ini untuk tujuan wisata bahari dan
berbagai tujuan lainnya. Usaha homestay menjadi pilihan masyarakat selain
bentuk penginapan lain (misalnya hotel, penginapan, wisma). Namun,
penggunaan istilah-istilah akomodasi oleh pengusaha dan masyarakat
cenderung tidak dipahami dengan jelas di kedua wilayah tersebut (Wakatobi
dan Bulukumba). Di kawasan Tanjung Bira, penamaan jenis akomodasi
semata-mata hanya didasarkan pada keinginan atau kemauan pengusaha.
Pengelola sebagai orang yang menjalankan usaha tersebut juga tidak
memahami mengapa istilah tersebut digunakan.

Pengelolaan usaha akomodasi di Indonesia khususnya kawasan
Timur Indonesia perlu ditata dengan baik. Penelitian ini merekomendasikan
bahwa penataan yang bersifat non fisik berupa pemberian pemahaman ke
masyarakat akan makna akomodasi dan bentuk-bentuk pelayanannya perlu
diterapkan. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk tidak hanya
memandang akomodasi sebagai satu-satunya usaha yang dapat dijalankan,
tetapi terdapat berbagai bentuk usaha lain yang dapat memberi manfaat
positif bagi masyarakatnya. Pemerintah Wakatobi perlu memaksimalkan
fungsi kelembagaan yang telah terbentuk. Sementara itu, pemerintah daerah
Bulukumba perlu didukung dalam upaya menata sistem akomodasi yang ada
di Tanjung Bira.
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